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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEN,IILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR 29 TAHI.JN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABI.JMULIH NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTI.JKAN

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTAPRABUMULIH

KETUA KOMISI PEMILIFIAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang a. bahwa untuL melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

hovinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor : PRINT-

OLlL.6.l7 lFd.7 llOl2O25 tentang Penahanan di Rumah

Tahanan Kelas II B terhadap Ketua Komisi Pemithan

Umum Kota Prabumulih;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral

Komisi Pemilihan U-mum Nomor 2300 Tahun 2025

tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada

Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Provinsi Sumatera Selatan, memberhentikan dengan

hormat dari jabatannya Saudara Yasrin Abidin, S.Sos.;

bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jendral

Komisi Pemilihan Umum Nomor 469/SDM.O9-

SPtlO4l2O25 tentang Pelaksana Trrgas (PIt.) Sekretaris
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Mengingat 1.

2.
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Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi

Sumatera Selatan telah ditugaskannya Akhmad Ferdian,

S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 2O

Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan T\rgas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah teraldrir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana teiah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum

e.
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(lrmbaran Negara Republik Lodonesia Tahun 2O22

Nomor 224, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah tera-khir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2O23 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2O19 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2?tNomor 3771;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

202O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

1236) sebagaimana diubah beberapa kali terai<irir dengan

Peraturan Komisi psrnilihan Umum Nomor 21 Tahun

2O23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Ttrgas,

F\rngsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum lhbupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
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Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 172);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun

2025 tentang Fedoman Teknis Fenyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

TENTANG PERUBAHAN ATAS REPUTUSAN XOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 20 TAHUN

2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

Menetapkan Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan U'mum Kota Prabumulih yang terdiri dari:

1. Pengarah;

2. Wakil Ketua Pengarah;

3. Anggota Pengarah;

4. Penanggungiawab;

5. Ketua;

6. Anggota; dan

7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah.

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiral Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
W-ewenang dan tanggung jawab Satuan T\rgas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud

dalam Dilrtum KESATU sebagai berikut:

KESATU

KEDUA

[C'TIGA
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1. mel,aksanakan koordinasi intern tahapan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

penerapan petunjuk teknis dan standar operasional

prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntem

Pemerintah; dan

3. melaksana ka n koordinasi dengan Perwakilan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Satuan T\rgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dimaksud d:lam pilfq6 KESATU melaksanakan tugas

sebagai berikut:

1, Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai

dengan tujuan, kebljakan, dan rencana tindak
yang telah disusun; dan

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu dal"m mengarahkan penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai

dengan tujuan, kebliakan, dan rencana tindak yang

telah disusun;

b. mengftoordinir pelaksanaan monitoring terhadap

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua

Pengarah.

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu dalam mengarahkan penJrusun.rn

kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

lntern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan,
kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
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c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah kepada Wakil Ketua

Pengarah.

Penanggung Jawab, dengan tuga.s sebagoi berikut:

a. bertanggung jawab dalam efektivitas

penyelenggaraan Sistem Fengendalian Intern

Pemerintah;

b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin

kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua

Pengarah.

Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menSrusun rencana tindak serta

jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah

dan kebiia}an yang telah ditetapkan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan

kegiatan tim Satuan Tugas;

c. meliakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada Sub Bagian;

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan

Tug"" Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi

Pernilihal Umum; dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung

J-awab.

5

idih.kpu.qo.id/sumsel/prabumulih



-7

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan

kegiatan yang dibututrkan untuk menyelesaikan

tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;

b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan

Sistem Fengendalian Intern Pemerintah dalam setiap

kegiatan di masing-masing Sub Bagran;

c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan

kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
masing-masing Sub Bagian;

d. membantu menyelenggarakan kegiatan

Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas,

serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing S\rb

Bagian;

e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

f. mengisi karhr kendali sesuai dengan hasil

identifikasi kartu kendali; dan

g. membantu menJrusun laporan kegiatan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan

tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. mengkompilasi karhr kendali sesuai dengan hasil

identifikasi kartu kendali; dal
b. mengunggah karhr kendali dan dokumen

pendukung pada aplikasi e-SHP.
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkal.

Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal 22 Ohober 2O25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Bagran Teknis Penyelenggaraan

PIt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH,

MARJUANSYAH

ttd

e
+t,/
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I,AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH

NOMOR 29 TAHIJN 2025

TENTANG PERI]BAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PRABUMULIH NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERIIITAH DI LINGKUNGAN KOMTSI

PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILTHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN

DAI,AM SATGAS

1 Marjuansyah Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih

Ketua Pengarah

) Agus Salim Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih Divisi Hukum dan

Pengawasan

Wakil Ketua

Pengarah

3 Resa Amilia Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih

Anggota Pengarah

4 Vini Nurtawilia Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kota Prabumulih

Anggota Pengarah

5 Akhmad Ferdian Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kota lbabumulih

Penanggung Jawab

6 Yudi Priambodo Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Ketua

7 Iis Sugianti Ihsubbag Keuangan, Umum, dan

Logistik

Anggota

8 Abdul Aziz Kasubbag Perencanaan, Data, dan

Informasi

Anggota

9 Meidial Aryansie AnggotaKasubbag Partisipasi, Hubungan

Masyarakat, dan SDM
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

PIt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRAIIUMULIH,

MARJUANSYAH

ttd

/

NO NAMA JAEIATAN
KEDUDUKAN

DALAM SATGAS

10. Totok Hartoko Pranata Keuangan APBN Penyelia Anggota

11. Nizar Patriot Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan

Anggota

t2. Hendri Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi

Anggota

13. Fedry Hasani Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi

Anggota

11. Vemi Prima Tira Perrelaah Teknis Kebijakan Anggota merangkap

Operator Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

15. Audrey OchaZ Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-Undangan

Anggota merangkap

Operator Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

Yudi bodo
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